© Merimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU R

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

| RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA S T

BUPATI KAPUAS HULU

_— bahwa barang mJ.hk daerah - merupakan kckayaan daerah_ .

~..yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan

.~ pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sechingga =

- operlu dikelola secara tertlb dan dlmanfaatkan secara . -
’-}-'_:.'optunal L R SRS ST T

), bahwa terhadap pemakalan kekayaan claerah oleh orang' :

- ‘atau badan dapat dipungut retribusi sebagai imbalan atas

" pelayanan yang disediakan oleh pemermtah daerah dcnganf '

T menganut prinsip komersial, . :

¢c.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 hurup a

.=+ dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun'. -
2009 tentang Pajak dan - Retribusi -Daerah, retribusi -~
o pemaka1an kekayaan daerah perlu dltetapkan dengan R
. Peratura.n Daerah; PR .

d. :-__-_'bahwa berdasarkan pertlmbangan sebageumana dlmaksud o

_-‘:'_dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk .

SR Peraturan Daerah tentang Retr1bus1 Pemakalan Kekayaan- e
_Daera_h s L R B A

iﬂPasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk' .
. .--_‘_Indonesm Tahun 1945; : _ G '

20 -_Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan

Undang-Undang Darurat Nomor '3 Tahun 1953 tentang . -

' Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran S

. Negara Republik Indonesia Tahun. 1953 Nomor 9) sebagai

" Undang-Undang (Lembaran - Negara Republik Indonesia_

- .:Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara'
_'_:_Repubhk Indones1a Nomor 1820), S e




3 _Uhdang—Undéng Nomér 8 Ta.hu'ri.'19'81 te'ntang'.".HﬁkLim' B

.. Acara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

| 1981 Nomor 76, Tamb aha_n Lembaran Negara Repunllk'_;,{':j'.'_’_-’
';i“fi'_ﬁIndonesxa Nomor 3209); . . _ L

5;":_4.:-.'__"“Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan_l_"'.

"'-'v;-,'ff_Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk-
-f.j-'_Indonema Nomor 4247}, o ke

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 tentang
7 'Pemerintahan Daerah (Lembaran’ Negara Republik
- Indonesia’ Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Gedung [Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002 _

.7+ Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah -
diubah beberapa kali, tera.khlr dengan Undang—Undang-'-'

. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan ‘Daerah -

' (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 ‘Nomor
B9, Tambahan Lembaran Negara repubhk Indonesza._?'ﬁ';
:._'Nomor 4844); a R

6 -'_:"-.Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2004 tcntang Jalan .

. Nomor 4444) e R LT
SR AN Undang~Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. L
. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5038);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor = .
132, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a- L

o :-'!=8._;--Undang-Undang Nomor - 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak

“. ‘Daérah dan’ Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik

) Negara Repubhk Indonesm Nomor 5049) = :
g -_,;'.';9.'___-__Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang :

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor* )
5243) ; : TR . e

o .3_.{-'::-10 Peramran Pemermtah Nomor 27 Tahun 1983 tentang'

3 Pemermtah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

090, Tambahan Lembaran Negera Republm Indouema Nomor B
: _5145) :

i Indonesia ‘Tahun 2009 nomor 130, Tamba_han Lembaran_-_ .

S _fPembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
.. Negara Republik Indonesia. Tahun 2011° Nomor 82,

o ;.:_Pelaksanaan Kitab Undang—Urrdang Hukum Acara’ Pidana -
:"(Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesia Tahun' 1983 Nomor =~
.36, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesm'"f_-'_':‘__:

~ Nomor3258) sebagmmana telah diubah dengan Peraturan

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 83 tentang__{
5 _:___._-_._.-_-_Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum’ Acara Pidama
" (Lembaran’ Negara Repubhk Indonesm Tahun 2010 Nomor



< “11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 téntang

- Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik -

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran-- '
Ay -Negara Repubhk Indonesxa Nomior 3956), AR o :

12 Peratura.n Pemenntah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
SR | Pembinaan dan Pengawasan ‘atas . Penyelenggaraan'
Pemermtah Daerah {Lembaran Negara ‘Republik Indonesia

., 7. Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

s ,.'-';"_'Repubhk Indones1a Nomor 4090); - "

‘f;';='1_3.="-Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

" " Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insintif Pemungutan

" Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

"+ Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
' Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5161),

. .'.14. Peraturan Daerah Prov1n31 Kalimantan Barat Nomor 1 '
' Tahun 2011 tentang Retnbus1 Jasa Usaha, S

15._ Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun
- 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

- Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan 3

RPN Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;

5 16.' ‘Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun
- 2011 tentang_ Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

e :. DEW ANPERWAIGIAN RMAT DAERAH KABUPATEN_Q(A%’UAS HULU_
BUPATI KAPUAé HULU-'
MEMUTUSKAN

" Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PEMAKAIAN
| KEKAYAAN DAERAH. e B R
. BABI1
KETENTUAN UMUM
~Pasall

'. _ Dalam Peraturan Daerah 1111 yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.-

. 2 Pemcrmtah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu dan =
i i_ Perangkat Daerah sebagal unsur Penyelenggara Pemerlntah Daerah '




. _'Dewan Perwalnlan Rakyat Dacrah, yang scla.njutnya dlsmgkat DPRD adalah' L
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu PRLEsU T L

Retnbusu Daerah adalah pengutan daerah sebagau pembayaran atas Jasa atau' .
- pemberian izin- tertentu yang khusus disediakan dan/atau’ dxbenkan oleh '
_Pemermtah Dacrah untuk kepentlngan orang pnbach atau’ Badan '

'.Jasa adalah keglata.n Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang _
X menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lamnya yang dapat o
L dmlkmatl orang prlbad1 atau Badan. : S

.' '_::: PeJabat adalah pegawm yang diberi tugas tertentu d1b1dang retr1bu31 daerah'" |
- sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang bcrlaku T

. ':'Surat Keputas: keberatan adalah surat keputasan a]:as keberatan terhadap el
. ‘SKRD atau atau dokumen lamnya dan SKRDLB yang dltunjukan oleh Wa_]lb: :
'retnbus; : o

O Pemungutan adalah suatu rangkman keglatan mulau dari pengh1mpunan data S
__f'?'___.:'f_fob_]ek dan’ subjek retribusi, ketentuanan besarnya retribusi yang. terhutang.
" sampai kegiatan penag1han retnbum kepada waij rctnbum serta pengawasan o
' 'penyetorannya Sl S _ _—

- Bupatl adalah Bupat1 Kapuas Hulu
10..

g :Kas Daerah adalah Kas Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu
11

-"'_-_Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan satu o

- kesatuan, baik yang ‘melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha -~ -
- meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan :
.-Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan o
“nama dan dalam- bentuk apapun, firma, kongm, koperam, dana’ pensmn '

. -;.".'_’persekutuan perkumpulan, yayasan,  organisasi.-massa, organisasi sosial -

" politik, atau.  organisasi - lainnya, lembaga dan  bentuk - badan - Imnnya_

e : teI'l‘naSUk kontrak anCSt&SI kOlEkf.lf dan bentuk usaha tetap

12,

14

Retnbusx Pemakaian Kekayaan Daerah di B1dang Pengujian Mutu Kontruk31 5
" yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas’ o
u-;;i_-"pemaka.lan kekayaan daerah d1 bidang pengu_uan mutu kontruksi. -~ '
R -._'..13_.:':-’?Jasa Usaha adalah _]asa yang dlsedlakan oleh' Pemenntah Daerah dengan .
“. ' menganut - prinsip-prinsip komersml karena pada dasarnya dapat pula_
© . disediakan oleh sektor swasta o . o ‘

_ “:-_Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang d1m111k1 dan / atau d1kuasa1 oleh ‘
. Pemerintah Daez:ah berupa alat-alat dan bahan bahan laboratonum s

B "._f_pengunan konstrukm '

=__Wa11b Retnbusz adalah orang pnbad1 atau badan yang menurut peraturan

S perundang-undangan ' retribusi’ diwajibkan untuk -melakukan pembayaran o

e

__retnbUSl, termasuk pemungut atau pemotong retnbu81 tertentu

:Masa Retnbus1 adalah suatu ]a_ngka Waktu tertentu yang merupakan batas _
o waktu bagi wajib . retribusi untuk jasa rnemanfaatan dan penzmanan da.n R
LT A -pemenntah daerah yang bersangkutan. - - S - .
e ]'1'7'.'; Surat Ketetapan Retr1bus1 Daerah, yang selanjutnya dlslngkat SKRD adalah' .
Surat Ketetapan retnbuSL yang menentukan besamya Jumlah pokok retnbus: 0

s _;_;:yang terutang




18 | Surat Setora.n Retribusi Daerah, yang selanJutnya dlsmgkat SSRD adala.h
ERE surat setoran penenma retnbus: ke Kas Daerah o

19 : '_Surat Ketetapan Rctrlbus1 Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dJSlngkat .:_

‘SKRDLB, adalah - surat ketetapan retribusi . ‘yang . menentukan. jumlah - -‘

) keleblhan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit retribusi leblh besar '
danpada retnbu31 yang terutang atau seharusnya tldak terutang '

20. .Surat ’[‘aglhan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dxsmgkat STRD adalah
- ‘surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi admlmstraS1 '
. berupa bunga dan/ atau denda :

i 21 Surat. Pendaftaran Obyek Retnbusu Daerah yang Selanjutnya dlsmgkat | E
' SPORD adalah surat yang digunaken olch wajib retribusi untuk -
- .mendaftarkan obyek retribusi yang d1guna_kan o | -

. Penyldlkan t1ndak pldana di bidang retribusi daerah adalah serangkauan Lol
. -tindakan yang dilakukan oleh peny1d1k untuk mencari serta mengumputkan
 bukti ‘yang. dengan bukti itu membuat terang tmdak pidana di bldang
:retrlbusu yang texjadx serta menemukan tersangkanya S

. Penyxchk Pegawal Negen Slpll dllmgkungan Pemierintah Daerah yang
' selanjutnya disebut PPNS daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

. Pemerintah’ Daerah  yang wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

:_:.__:_’melakukan ' penyldlkan terhadap pelanggaran - Peraturan Daerah dan_’
o _Peraturan Perundang-undangan lainnya. - .

© BAB 11-‘
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 Pasal 2

:. . -Dengan nama retnbusn pemakauan kekayaan daerah dlpungut Retnbu51 sebagal
;j_pembayaran atas pemakalan kekayaan Daerah. S . :

Pasal 3 :

':-'-.:':51..'.-.j.(1) Obyek Retnbum Pemakala.n Kekayaan Daerah’ ada.lah Pemakalan kekayaan.‘ :
. daerah. E

-(2) leecuahkan clarl pengertian pemaka1an kekayaan daerah sebaga_tmana :

dimaksud pada ayat satu (1) adalah pengguna tanah yang tidak mengubah' 5

fung31 dan tanah tersebut ‘ _

: Pasal 4

(1) -'Subyek retmbum adalah orang pnbadl atau badan yang mengunakan
S "memakaJ dan manfaatkan kekayaan daerah SRR .

(2)-‘ -Subyek retnbuSI sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) rnerupakan wa31b : -
: .~_retr1bu81 . ‘




el N : BAB 11l - . o
CARA MENGUKUR ’I‘INGKAT PENGGUNAAN JASA PRINSIP DAN SASARAN
o ' : SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
' Pasal 5 '

i ' Cara mengukur tmgkat penggunaan Jasa pemakalan kekayaan daerah dldasarkan
. pada jenis kekayaan daerah frekuen31 pemakalan dan Jangka waktu pemakalan".;;.__:,
.- yang dltetapkan e RS | L

Pasal 6

e (1) Prm31p dan besarnya dalam penetapan besarnya tarif Retr1bu31 Pemakalan oo
= Kekayaan Daerah dldasarkan pada mjuan untuk memperoleh keuntungan
. yanglayak. . SN
_(2) Keuntungan ya.ng layak sebagannana dlmaksud pada ayat (1) adalah-;"
' keuntungan yang dlperoleh ‘apabila pelayanan Jasa usaha tersebut dllzatkl.lkaln'E -

. secara eﬁ31en dan bcronentas1 pada harga pasar . . .

Pasal 7.: NP |

s .Qf;. g Ta.nf sebagalmana dlmaksud ‘dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampn‘an I yangf,:
o ,merupakan baglan t1dak terpzsahkan dari Peraturan Dacrah i, _ e

. BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
' Pasal 8 o

R ;.Retrlbum d1golongkan sebagal RetrlbuSl Jasa Usaha e

SR BABV e
WILAYAH PUNGUTAN R

Retnbusn yang terutang dzpungut di wﬂayah dacrah tempat pelayanan dlbenkan E
S o BABVI
PENINJAUAN TARIF R_ETRIBUSI
Pasal 10 L

o '(1) _.Tarlf retrlbus1 dltmjau palmg lama 3 (t1ga) tahun sekah T

.' (2) Penmjauan tarif. retnbu31 ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan':_ :
e dengan memperhatlkan indeks harga dan perkembangan ekonoml o

| (3) _':'_'Ketentuan Leblh La_n_}ut mengenai Pemn}auan tarif Retr1bus1 sebagaunana:-.‘_.g__f)."_'
B dmlaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupa’u : , S




: SAAT RETRIBUSI TERUTANG
R Pasal 11" :

S Ret1‘1bu51 teruta_ng teI]adl pada saat dlterbltkannya SKRD atau dokumen lam yang_;". :'_ '_

SR B - dlpersamakan S

L BAB VIII
MASA RETRIBUSI
) Pasal 12

___Masa retnbu31 yang dlgunakan sebagau dasar penetapan batasan waktu
e '_-5"pengunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 - dltetapkan sebaga;ﬁ..i
- peralatan: dan bahan laboratonum adalah satuan per sampel u_u pcr t1t1k per
-_'-'f"meter u_u per parameter u31 - i

TATA CARA PENDAF’I‘ARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

: ..;._-'Wa.]lb retnbu31 dlwajlbkan mengisi SPdORD _ _ Lo
2 SPdORD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus dusx denga.n benar.i_-:‘.":_'

R ﬁ;:f_ dan lengkap serta dltandatangam oleh Wajib Retnbusn atau kuasa.nya

SPclORD yang telah d1131 oleh wajib retnbus1 sebagmmana yang d1maksudi:_-,:_::-.__:

p da ayat (2) merupakan bukti pendaftaran obyek Retnbu31

. . Ketentuan leblh lan_]ut mengena1 bentuk, isi serta . tata cara penglsmn dan'"
- penyampaian-SPdORD sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan___j ok
. Peraturan Bupau ' i

g .Pasa114 -

) Berdasarkan SPdORD sebagalmana dnnaksud dalam Pasal 13 ayat (1)-_'
o 'dltetapkan SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan e |
S Ketentuan mengenai bentuk isi dan penerbitan SKRD atau dokurnen lam.".i'_f

© . yang dipersamakan’ sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dzatur dengani'_._-
P Peraturan Bupatl ‘ B

U BABX '
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN o
: Pasal 15 :

_Pemungutan retnbu31 tidak dapat dlborongkan 7' CAn
: Retr1bus1 dlpungut dengan menggunakan SKRD

'Ketentuan leblh lan_]ut mengenal tata cara pemungutan retrlbu31 dlatur‘
S dengan Peraturan Bupat1 - : ) o :



Pasal. 16

"___'-__Pembayaran retnbu31 yang terutang harus d11unas1 seka.llgus R TR

'; | Retribusi yang terutang harus dilunasi pa]mg lambat 15 (lu‘na belas) han'_._'.'f_;'_._f:.;._ '_
o -,‘sejak dlterbltkannya SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan S

X Seluruh penenmaan retnbu31 d1setorkan ke Kas Daerah

o Ketentuan Leblh Lanjut ‘mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran :
R _'_._;texnpat pembayaran retnbuSI diatur dengan Peraturan Bupatl SRR

SANKSI ADMIN]STRAT IF
e Pasal 17 .

. '.'-_i-:":z'-;Dalam hal W&Jlb retnbu31 tidak- membayar tepat pada waktlmya atau kurang-"-_
P _'=.-='.membayar dlkenakan sanks1 administrative berupa’ bunga. sebesar 2 %, (dua e
. persen) setiap bulan dan retrlbu31 yang. terutang atau kurang dlbayar dan dltaglh' R
___:?“denganmenggunakan STRD T e T

. BaB XII e LTI
TATA CARA PENAGIHAN
. Pasal 18

-Apablla waj1b retnbus1 t1dak membayar atau kurang membayar retnbus{{“
.7, L terutang sampal ‘saat _]atuh ‘tempo- pembayaran sebagalmana dlmaksudfﬁ_f S

.7 dalam : Pasal - 16" ayat (1) Bupati atau pejabat yang. ditunjuk ‘dapat - .
-+ melaksanakan penaglhan atas  retribusi yang . terutang dengan-' SR
'j-',-_ffmenggunakan STRD atau surat lain yang sejems RS S

SN 2). _:: §: Pengeluaran STRD atau surat lain: yang se_]ems sebaga1 awal tmdakan'lf"; L
L iwsw oY pelaksanaan” penaglhan retribusi dlkeluarkan segera setelah 7 (tu3uh) harl"f :
' . sejak jatuh tempo pembayaran. ' . o o

(3] Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau’ surat Iam yang_.._::

_f-_,}:_{-_sejems dlterbltkan,, Wa_]lb retnbu31 ha.rus rneluna81 retrlbusmya yang'-_ S
et terutang. o SR e e
_'_-_"-fj'(él) :- Penaglhan retnbu51 terutang sebagaunana dlmaksud pada ayat (1)
Ll 'f__'_._'_;:_:dldahuluz dengan surat teguran. - TR PR G e

s ' SR Ketentuan leblh lan}ut mengena.l tata cara pelaksanaan penaglhan retribu31 -
i-'_‘-_i_dlatur dengan Peraturan Bupatl L e e

BAB XIII
. KEBERAT. AN

Pasal 19

1) ::-:_'.;-"'_Wapb retnbusz dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatl atau-_-_ - ;'..f
©7 ..~ Pejabat yang ‘ditunjuk: atau surat ketetapan retnbum daerah atau dokumcn B
, 'Ia.m yang dlsamakan : . g S

S (2)' Keberatan dlaJukan secara tertuhs dalam bahasa Indonesm dlsertal alasan- :
e -.'----_'_a.lasanyang_]elas S e A s




@)

: Da.lam hal wa_ub retr1bus1 mcnga_]ukan keberatan atas ketetapan retnbu31 ,
wajib _ retribusi harus dapat membuktlkan keudakbenaran ketetapan- e
- retrlbu51 tersebut : : e : o =

| "Keberatan hams dlajukan dalam Jangka waktu palmg lama 3 {tlga) bulan o
_ sejak tanggal SKRD .atau dokumen lain yang dipersamakan -diterbitkan,
- “kecuali apabila-wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka Waktu ;
cat o tersebut tldak dapat d1penuh1 karena keadaan di luar kehlasaannya : ‘
(5) - '_ Keadaan d1 luar sebaga:lmana dimaksud ayat (4) adalah suatu keadaan yang '_ o
S terjadl di luar kehendak atau kekuasaan Wa_]lb retribusi. T
(5 Keberatan yang tlda_k memenuhi persyaratan sebagaimana dlma.ksud pada .
.. ayat(2)'dan ayat (3) tidak dxanggap sebaga1 surat keberatan sehmgga tldak o
:_dlpertlmbangkan - , o

_ -:;f;;jj_;PengaJuan keberatan. tldak menunda kewajlban membayar retrlbu31 dan -
S .peIaksanaan penaglhan retnbum B o

= Pasal 20

Bupati' dalam _}angka waktu Paling larna 6 (eném) bulan sejak'tahgga} Vsurat :
keberatan -diterima harus memberikan keputusan - atas keberatan ‘yang |
dlajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kebcratan e

Keputusan Bupatl atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau .

SRR S T sebaglan menolak atau menambah besarnya retnbus1 yang terutang e

() : _'Apablla ]angka waktu sebagalmana dzmaksud pada ayat {1) telah lewat dan
~Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang dlajukan dlanggap‘

o , d1kabu1kan

BAB X1V
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
.- Pasal 21 '

'Bupatz dapat membenkan pengurangan, kennganan dan pembebasanf_
feT e retribusic o S ‘ o
(@) Pembenan pengurangan,  keringanan 'dail : pembebééan retribusy |
.. sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dengan memperhaukan kemampuan o

- wajib retribusi.

'Pcmbebasan retnbu31 sebagr;umana dunaksud pada ayat {1} antara lsun .
" diberikan kepada masyarakat yvang tertlmpa bencana alam ~dan/ atau -
g __kerusuhan L : - : - ‘

(4] j._"Ketentuan leb1h IanJut mengenai tata cara pengurangan kcnnganan dan'
L '_:-.;_'pembebasan retribusi d;latur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl ‘ o

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

Atas kclebxhan pembayaran retnbum wapb retnbum dapat mengajukan‘ " =
. permohonan pengembahan kepada Bupatl : N -




(2 -':'Bupatl dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan se_lak dltenmanyaﬁ_'s_-_
e "_;__-'permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran retnbum sebaga_xmana T
oo o dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan R

e (3) ;:;.__;prabﬂaJangka waktu sebagalmana dimaksud. pada ayat (2] telah d11arnpau1 -

~~ dan Bupati tidak memberikan suatu kepumsan, permohonan pengembahan'} S

‘kelebihan' retribusi dianggap dikabulkan dan . SKRDLB harus dlterbltkan_; A
" dalam _]angka Waktu palmg lama 1 (satu) bulan. ' L

(4']"._':"_._"Apablla wajib- retnbum mempunyal ‘utang retnbum lamnya, kelcblha_n_ el

b f__-_¥d1perh1tungkan untuk melunam terlebih. dahulu utang retnbus1 tersebut

B 'dlterbltkannya SKRDLB. .

e pembayaran retribusi.

oy ;".'; _."Peraturan Bupatl S

Pasal 23

“._::i'_ﬁ Permohonan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dzajukanf_f"

... secara tertulis kepada Bupsti dengan pallng kurang memuat E -

7. a..nama dan alamat wajib. retnbus1,_ - . s
- b. masaretribusi; g - LT

.".c.. besarnya kelebihan pembayaran, AT N .
o alasan yang smgkat dan jelas.

o @ PCI‘IHOhonan pengembalian kelebihan pembayaran :etnbus1 d1sampmkan o
T -"-""'}Fi-secara langsung atau melalul pos tercatat SR o ) s

(3) _-'Buktl penenmaan oleh pe_]abat daerah atau buktl penglnma_n pos tercatat'_-::-: ;-' R
EEN "'?-_merupakan buktl saat perrnohonan dltenma oleh Bupau N AL,

Pasal 24

| Pengembahan keleblhan retr1bu31 dﬂakukan dengan menerbltkan Sv.lrat-"___::_i;=
" Perintah. Membayar Kelebihan Retrlbus1 : L A e

: pemmdahbukuan Juga berlaku sebagau bukt1 pembayaran PR e L :

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25 :

- . pembayaran retribusi - sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) . langsimg-:-".__”; %

(5] e 5"_.-"-Pengemba11an keleblhan pembayaran retnbus1 sebagalmana dlmaksud pada_.'u"
hoovayat (1) dilakukan dalam _]angka waktu pahng lama 2 (dua] bulan se_]ak;-_}_}__:_._-; j

€ _.-Apabila pengembahem kelebihan pembayaran’ retnbu31 dllakukan setelah;' G
. lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan .imbalan bunga ..
. sebesar 2% {dua’ persen) sebulan atas- keterlambatan pembayaran keleb1han-_

- . Ketentuan Leblh Lanjut mengenai_ tata cara pengembahan kelebman:
" pembayaran rctnbuSI sebaga.lmana dlmaksud pada ayat ( 1) dlatu r dengan o

S 2) :Apabﬂa kelebﬂlan pembayara.n retnbu81 dlperhltungkan dengan hutang'f:'-'
. retribusi ‘lainnya ' sebagaimana dimaksud dalam. Pasal- 22 ayat (4),"
."::pembayaran - dllakukan ‘dengan cara pemmdahbukuan dan bukt1'=._"?-'=-

" (1) . Hak untuk melakukan penaglhan retnbu31 men;ad1 kedaluwarsa setelahE
i ‘melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, . -

S -_:kecuah jlka Wajlb retnbus1 melakukan tmdak p1dana di bldang retnbus1 ;j- S




- Kedaluwarsa penaglhan retnbus1 sebagaJmana d1maksud pada ayat (1]'?';-:
" tertangguh jika ;- ' . : A o
a. diterbikan surat teguran atau,

B b ada pengakuan utang retribusi dari Wajlb retnbu31 bor 1".[-:: RO R ':5-3.?:; EE

(3)Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana d1ma.ksud pada ayat @

-+ “huruf a, kedaluwarsa’ penaglha.n dlhltung sejak tanggal dltenmanya surat

S ':teguran tersebut

e (4) _'_".'Pengakuan utang retnbum secara langsung sebagalmana dlmaksud pada'i-j'_;_?*':"":-
w7 ayat'(2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyataka.n -
s masihe mempunyaz utang retr1bus1 dan belum melunasmya RN S

.' (5) .”'_Pengakuan u.tang retnbu31 secara tidak langsung sebagmmana dlmaksud

" 'pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuanpermohonan .
_angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh -

e ;'_"wajlb retnbu81

Pasal 26

'-'f_f'::_ Retnbum yang tldak mungkm d1taglh lag;l karena hak untuk melakukan'_'_.'_""_'
penaglhan sudah kedaluwarsa dapat dlhapuskan Co R

. (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebaga_lmana d1maksud_'3-: -
. »pada ayat (1);. dltetapkan dengan Keputusan Bupan SRR s b

] ..'-3_"::Ketentuan leblh lan_;ut mengenai tata cara penghapusan pmta.ng retnbusx__ff
B ya.ng sudah kedaluwarsa dlatur dengan Peratl.lra.n Bupat1 S

S 1.' . BABXVII ' R
INSENTIF PEMUNGU’I‘AN EE

o (717) "Instans1 yang melalmkan pemungutan retnbu31 daerah dapat cuben msentlf .
o __atas dasar pencapalan kmexja tertentu.. T A, e _
j:"'(-_2_)'_i.'_.i'__'-__-Pernl:nenan msentlf sebagaumana dunaksud pada ayat (1] melalul Anggaran-__"-:--'
e Pendapatan dan Belanja Daerah . T e

. (3) Ketentuan Lebih Lanjut ‘mengenai tata cara pembenan da.n pemanfaatan'::_‘:_"

" BAB XVIII
PENYIDIKAN
.. Pasal 28

B msennf sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1] dlatur Ieblh lanjut dengan_.: L

5'__'Pe_]abat Pegawa; Negen Slpll di hngkungan Pemerlntah Daerah dlben-.;'f__?

o wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak ="

i . Galam Undang¢Unda.ng Hukum Acara Pidana.

__.(2):; 'penyldlk sebagmmana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat' peg &wa;:{ ,
. ..negeri sipil tertentu di lmgkungan Pemerintah Daerah yang diangkat ol eh ,

i pidana. di bidang perpajakan dan retribusi daerah sebagaurnana d1 maksud' - .

: pejabat yang berwenang sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—f{_:_ o



(3) Wewenang Peny1d1k sebagajmana dlmaksud pada’ ayat (1) adalah .
- a. 'menerima, -mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
. laporan. berkenaan dengan tindak pidana di bldang perpajakan daerah

" dan Retribusi - agar keterangan atau laporan tersebut menjad1 1eb1h.

.- lengkap dan jelas;-

R :B;"_'menehtl ~mencari, dan mengumpulkan keterangan mengeneu ora.ng

- SN sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; _ :
c.omeminta- keterangan dan bahan bukti dari orang pmbadl atau badan

i pribadi ‘atau’ badan tentang kebenaran perhuatan. yang dﬂakukan

: sehubungan dengan tindak p1dana di b1dang perpa_]akan daerah dan -

I retribusi;

.-+ pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi; .. -

= i."'-l_'_c'i._i'-mernenksa buku, catatan, dan dokumen lam berkenaan dengan tmdak

e. melakukan penggeledahan untuk- mendapat bahan bﬁkﬁ pembukuan,

" pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyltaan terhadapf-- S

e ‘bahan bukti tersebut; |
.. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- - penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. daerah dan retribusi; -

g . menyuruh - berhenti -dan/atau melarang seseorang memnggalkan"_j :

L - memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;’

i ‘ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan’ "/

T . memotret seseorang yang berkaitan dengan tmdak pldafla Perpajakah

. < daerah dan retribusi; -
R '-memanggll orang untuk didengar keterangannnya dan dlperlksa scbagal :
" tersangka atau saksi; : e S
j.. menghentikan penyidikan; dan/ atau

o . melakukan tindakan lain yang perhi ‘untuk kelancaran penyld1kanﬁ_r-_"-'z'"

; .';}fj":i'_:_tlndak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retnbu31 sesual dengan e
o _5;-_.'3.i?ketentuan peraturan perundang—undangan e R

T (4) .".‘-PCI'IYIdlk sebagalmana dimaksud pada ayat (1) membemtahukan d1mu1a1nyal

. penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
. Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai:

B Pldana

| BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) - Sehap Wajlb retrlbus1 yang tidak melaksanakan kewajlbannya sehmgga:;"'_:'

terutang yang tidak atau kurang dibayar.
; 2 - Tlndak pxdana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

Negara
| BAB XX o
KETENTUAN PERALIHAN
. Pasal 30 B

. Kekayaan Daerah yang telah dlsewakan atau dlgunakan sebelum berlakunya :

- dengan ketentuan ‘yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara'-_;

- merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama' 3 (tiga) - -
" bulan atau pidana denda paling banyak 3~ (tlga) kali 3umlah retnbus1_ IR

3) Denda sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1} merupakan penerlmaan'_;I:tjl';':--'

i ‘Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa - -



-:'retrlbum dan/ atau kontrak perJanJlan
. BaBXXT

_ KETENTUAN PENUTUP
" Pasal 31

(s X cl1 Kabupaten Kapuas Hulu dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku

Pasal 32

;:.Peraturan Daerah 11'11 mulau berlaku pada tanggal dumda.ngkan

o Pada saat Peramran Daerah ini mulaz berlaku maka Peraturan Bupatl- ;
Kapuas Hulu ‘Nomor 16 Tahun 2007 tentang biaya pengujian mutu konstruksz_e_;jf-a_l_ 

o Agar set1ap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan-:f L

- "a,-i.‘;_Daerah ini - dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten--_ C
_--"iiijapuasHulu . _ - B T R T SR

D1tetapkan d1 Putu351bau T
pada tanggal 11 Januarl 2013 R R

_BUPATI KAPUAS HULU

CAMONASR

: : Dlundangkan d1 Putuss:bau
. 1. Pada tanggal 14 Januari 2013 2 Sl
T -'__.'f:'_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS I—IULU

I LM, SUKRI
Pembma Utama Muda DO
L -._.';'_"_-:_-NIP 19590922 198903 1 004

D '*-LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS I—IULU TAI—IUN 2013; RIS
-'_NOMOR4 - SEP




PEN J ELASAN

NOMOR 4 TAHUN 2013

o TENTANG

1 UMUM

: daerah yang mehput1 Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha. |

'pemenntah daerah dengan orang atau suatu badan.

G sesuatu badan dapat dltentukan secara pribadi.

. masyarakat

P E -:__:._untuk dapat d1lakukan pemungutan retribusi.

,'_agar pelaksanaannya dapat bexja]an tert1b Iancar,‘ aman- serta _dapat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU e

T Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retnbusn
L Daerah _merupakan ~ ketentuan-ketentuan. yang memberikan = pedoman . -
kebljakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan - o
" retribusi, sekaligus ‘menetapkan pengaturan untuk menjamin . penetapan S
- prosedur umurm perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi .
- telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk: dlpungut oleh DD

" Dalam Pasal 1. angka 64 Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 S
'-J'd1sebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas’ .
" jasa-atau pembenan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan .
- oleh pemerintah daerah untuk kepentmgan orang pribadi atau badan. Makna = - -
. yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi .
i 'pemermtah daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada. orang-atau .
" “sesuatu badan, -sehingga masyarakat dapat dikenakan' retribusi. Jadi .

SR syaramya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara;i.. s

S Secara yurld1s pemungutan retnbus1 harus dengan atas hak berupag;
S peraturan ‘daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan
7 legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayananf" '

_~yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dllakukan oleh orang atau_‘_‘.

.- Retribusi Jasa Usaha Pemakalan Kekayaan Daerah Di B1dang Pengupan '_ IR
E i,.fMutu Konstruksi merupakan Jasa yang. dlsedlakan oleh pemerintah daerah-: -
- dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula: "
" disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali
- potensi dari jasa ‘usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas | . =~ =
L Huhao dalam - rangka meningkatkan pendapatan daerah  terus SMENErus = -
- dilakukan  secara ‘intensif - guna lebih memngkatkan pelayanan kepada TR

e _Retribusi Jasa Usaha Pcmakaian Kekayaan Daerah Di Bldang Pengujl,an SRR
S »_-Mutu Konstruksi adalah ‘merupakan jenis retribusi -jasa usaha yang . -
_disampaikan pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan
- retribusinya. Hal ini. didasarkan pada pertimbangan kemampuan Pemerintah - .0
‘Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyediakan pelayanan dan  penyediaan .
. 'sarana.dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna _;asa seperu syarat,' R

B Sesuai dengan tujuan yang ingin dlcapau denga.n pembentukan ARt

'.peraturan ‘daerah, maka dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan- -
" ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Retribusi Jasa -
~ Usaha Pemakaian: Kekayaan Daerah Di. Bidang Pengujian Mutu Konstruksi




-=__:pen1n_]auan tarif retnbum tata cara pendaftaran dan penetapan

_:-l:'bcrdayaguna dan berhasﬂ guna secara Optlrnal Selan;utnya da_lam peraturan_';_:. e
. -daerah ini mengatur beberapa hal yaJtu jenis retribusi jasa usaha pemakaian. . -
" kekayaan :daerah “ di. bidang - ‘pengujian. mutu konstruksi, masa - rembu81,_3;j-’_;.' B

Retrlbu31, tata cara Pemungutan da_n Pembayaran -. sanSkSl..-':_.....,’rt.'

L adm1mstra51 tata cara penagihan, keberatan, beserta ketentuan lam yang" .

- L -menyangkut retnbum daerah

-_."::.:Pasal Derm Pasal

:_Ej_f_-'_.Pasal 1 e
- Cukup Jelas

-~~_;,§jpasa12 Ry RO &
e Cukup Jelas

':::'_.-;'Pasal 3 5
| | Cukup JeIas
- Cukup Jelas:'. KRR

Cukup Jelas R I

_ Cukup Jelas Sl
.Pasal 7 . SUE

R CukupJelasi‘f'r' e

1_'_-;'fPasa1 8 po el

f Pasal 9 L
: CukudeaS-ﬁrijafﬁ,

f’f;PasaJ 10 SR
Cu.kup Jelas__'-:'_'_: RN
R Dokumen lam yang dlpersamakan untuk mengantls1pa31 perkembangan

pelaksanaan pernungutan retnbum

i",Pasal 13 o s
: Cukup Jelas

dan kebutuhan sarana administrasi yang leblh efektlf dan eﬁs1en dalam ':__:



Pasal 15 B
Cukup Jelas _

:_ .:‘___'fPasal 16 Cen L
o Cukup Jelas:.__. e

o Cukup Je1a35

'”-'-:”Pasal 184 . SERIT e e L
' Cukup Jelas- '

'*"-'Pasal 19 o |
. Ayat (1) ST

s RO Cukup Jelas |

Ayat (2) ' ' |
" Yang dxmaksud dengan alasan- alasan yang Jelas adalah keberatan '
“yang dla_]ukan ‘disertai dengan data atau bukt bahwa 3umlah
retribusi yang terutang atau - lebih d1bayar yang tcrtuang dalarn :
dokurnen ketetapan adalah tidak tepat

;-:,‘Ayat @
Cukup Jelas_ s

__ "-Ayat (4) TR
’ Cukup Jclas S

'"'---"__,,g:'f“"Ayat (5) LT
L Cukup Jelas

"_'-‘_-Ayat © .

S Cukup Jelas, s

:.:-.Ayat n

Cukup Jelas

L Pasal 20 S
A CukupJelas

C _Pasal 21
_ Cukup Jelas B
Cukup Jelas o

S _. Pasal 23 L
IR Cukup Jelas_-; )

. Pa_sal 24 | |

Cukup Jelas R

"Pasal 25 R L
e CukupJelas_ ‘



o Pasal 26
Cukup Jelas

Cukup J elas‘ | .

:f.-. | '--_iPasal 28
L Cukup Jelas -
- Cukup Jelas Ll

R f}.f_ :’-Pasal 30

f.::_: Pasal 31 S
Cukup Jelas "
Pasal 32 i

T Cukup Jelas

ﬁi.: ".-,".Pasal 27 :.j' - '_ =

Cukup Jelas




- LAMPIRAN R | S

‘ ],.'PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
"~ 'NOMOR' 4 TAHUN 2013
- BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

__O_BYEK-RETRIBUSI

- "SATUAN T

_'I.‘A'_RI‘F‘ o
— Rp) 1

| B N T

:' N Aiat Pengujian:Beton.,..,_

..Gelas Ukur
Orgamk Plat .
. Cairan Naoh

. Timbangan Manual Kapasuas 21
. Shieve Shaker elektrik
. Alat Sarmgan :
. 19: Picnometer . - -
NEE B 2 Absorptmn of- Flne Aggregate
v 1_2_".Concret Mixer (Molen) '
..~ |13. Specific Gravity. Test
. |14. Drying Oven- -~
“|15. cetakan Kubus = -
. |16. Cetakan Slhnder__
- |17..Slump Test '
" .-|18.mold(literan)
"}|19.Tongkat Pemadat
- |20. Alat Uji Tekan'

.\o, o0 -4-,01:_-'01-4&_.0) tq —

- 22-.[Sekop B
23. Cangkul
.. |24, Palu Plastik

. ']25. Wadah/. mangkok
"+ - |26. Sendok semen = -

" |27. Kundi Pas/ng

28.kuas .
'|29.-Sikat Besi -
- |30. Hammer Test -
- -131. Job Mix Desam Beton
'132: Kuat Tarik C

. Tnnbangan Dlgltall Kapasﬁas 20 '
. Timbangan Digital Kapasitas 101. .

-|21. Universal Testmg Machme (UT]

Per sampel " |
" Per sampel | -
- Per sampel
Per'sampel |
Per sampel |
© Per sampel . | ..

- ‘Per sampel- |

" Per sampel | .
. Per sampel | |
Per sampel |
Per sampel © '}
Per sampel - | -
Per sampel .|
_Per sampel ‘f
- Per sampel: |©
| - Per sampel

Per sampel

Per sampel .| -
Per sampel | -
* Persampel | .
Per sampel |~
Per sampel ‘| . .
~ Persampel . [~ @
- Persampel " °| . -
- Per sampel -
- Per sampel |
.- Per sampel - . | - < "
| permek |
. Per sampel " |
- Per sampel = | ..
“Per'sampel’ |- 7

55,000 L
110.000 .t

" .30.000

- 10.000p
10000 L
-3 15.000)
. .230.000} -
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© 50.000| - -
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- 10.000f
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‘ ':.”_‘.5'000 : L
~-5,000f "

|33 AbrasiTest -

30,000

- .50.000{
+.25,000f ..t -
7.30:000]
10.000f o0
©10.000| ©
.. 7-40.000] - -
< .5.000]

L B0 L
500000,

~ 5.000]
©5.000[ - o
80 000 .

750000
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Alat Pcngujlan Tanah

.:'Kadar Air |

. Berat Jenis Tanah

. Atterberg Limit

. Analisa Saringan

. Pemadatan/Standar

. Pemadatan Modified -
. CBR Laboratorium

. CBR Lapangan

Hidrometer

. Berat Isi/Volume-

. Konsolidasi

. Sand Cone

. Sondir -

.DCP - .

. Speedy Test _

. wadah Aluminium
.mortar and Pastle
. Hand Bor

. Job M1x Desam Tanah

.- Per sampel
~ Per sampel
Per sampel -
Per sampel
. Per sampel
_Per sampel
- Per sampel -
" Per sampel

Per sampel

‘Per sampel -
" Per sampel
Per titik -

Per titik
Per titik

Per sampel |
Per sampel |
- Per sampel |

. Per sampel

Per sampel

. 15.000{ " ..
Sla 18 000 LR
©740,000)
“35.000| " o

115.000]

2 Yrsgao]
< /300.000] . oo

100.000| .

- 10.000{ "

15.000{
90.000|" -

100.000|

400000 o
0 80.000

'50.000

- -5.000
©10.000
~75.000(
750.000

\o‘oo SRR

“jAlat Pehgujian Aspal

. Penetrasi Dengan Jarum
. Titik Lembek '

. Titik Nyala :

) Daktlhtas :
. Ektraction (Kela.rutan CZHCLS]

. Berat Jenis Aspal

. Kekentalan o

. Kelekatan :

. Kuat Tekan Campuran Aspal

10. Core Drill.
11. Titik Leleh

- |12. Sand Equivalent

13. Desain Mik Aspal

~ Per sampel
Per.sampel

. Persampel. | .-
~ ‘Per sampel

Per sampel
Per sampel

Per titik

" Per sampel

Per set

Per sampel

- Per sampel | -

. 75.000

50.000

. 50.000] - -
S 80.000) L
Per sampel | . 460.000/ .
~ Per sampel

410.000

65,000 .
- 50.000{ -
50.000

' 400.000

60.000

7 2ss.000
- 750.000|

-{14. Stop Wacth .

Per sampel

10.000|

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR
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